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Padang, 23 0ktober 2025

000.7.2/406AVP2EPD/Bappeda-2025
Penting
1  (satu) lampiran
Permintaan     usulan     program/kegiatan     untuk
APBN Tahun Anggaran 2026

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Yth.   Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat (sebagaimana teriampir)
di

Padang

Menindaklanjuti  Surat Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 600.37565/SJ tanggal 22
0ktober  2025  tentang  Rapat  koordinasi  dalam  Rangka  Sinkronisasi  Program  dan  Kegiatan
Kementerian/Lembaga  Pemerintaah  Non  Kementerian  (LPNK)  Dengan  Pemerintah  Daerah
Tahun 2025, depat disampaikan sebagai berikut :
1.    Akan  dilaksanakan  Rapat  Koordinasi  Nasional  dengan  mengundang  Sekretaris  Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota se -Indonesia dan Kementerian/Lembaga pada tanggal 26 sd.
29  0ktober  2025  berfempat  di  lnstitut  Pemerintahan  Dalam  Negeri  (lpDN)  Jatinangor,
Provinsi Jawa Barat.

2.    Salah  satu  agenda  yang  akan  dilaksamakan  yakni  membahas  usulan  dari  Pemerintah
Daerah (baik kewenangan Daerah maupun Pusat) untuk Kementerian/Lembaga yang akan
dibiayai    oleh    APBN    Tahun    2026    balk    yang    akan    dilakukan    langsung    oleh
Kementerian/Lembaga   maupun   dengan   mekanisme   Dekonsentrasi   atau   Tugas
Pembantuan dari Kementerian/ Lembaga ke Pemeritah Provinsi

3.    Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan bantuan Kepala Perangkat Daerah untuk dapat
mengusulkan   program/kegiatan   yang   akan   dibiayai   olch   APBN   Tahun   2026
sebagaimana    point    2    diatas    dengan    cara    mengisikan    langsung    pada    link    :
httDs://bit.Iv/Usulansumbar2026  paling  lambat  tanggal  24  0ktober  2025  pukul  12.00

WIB.  Kontak person yang  dapat dihubungi yakni  Sdr.  Benny RIcardo  (HP/WA.  +62  811-

6682-279).
Demikian disampaikan. atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PLT KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

YUDHA PRIMA, S.STP, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggumaken sertifikat elelctronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



LAMPIRAN I

KEPADA YTH :

KEPALA PERANGKAT DAERAH :

1.     Kepala Dinas pendidikan provinsi sumatera Barat

2.     Kepala Dinas Kesehatan provinsi sumatera Barat

3.     Direktur RSAM Bukittinggi provinsi sumatera Barat

4.     Direktur RSUD M. Natsir solok provinsi sumatera Barat

5.    Direktur RSJ HB saanin padang provinsi sumatera Barat

6.     Direktur RSUD pariaman provinsi sumatera Barat

7.     Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

8.    Kepala Dinas sumber Daya Air dan Bina Konstruksi provinsi sumatera Barat

9.    Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan  Provinsi Sumatera Barat

10.  Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Barat

1 1.  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

12.   Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

13.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

14.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Provinsi Sumatera Barat

15.  Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

16.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

17.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

18.  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat

19.   Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

20.  Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

21.  Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

22.  Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

23.  Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

24.  Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

25.  Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

26.  Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

27.  Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

28.  Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

29.  Kepala Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

30.  Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronjk menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BsrE). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),



31.  Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

32.  Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

33.  Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

34.  Kepala Biro Bina Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat

35.  Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat

36.   Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsj Sumatera Barat

37.  Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat

38.  Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat

39.   Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat

40.  Kepala Biro Umum Provinsi Sumatera Barat

41.  Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat

42.  Sekretan.s DPRD Provinsi Sumatera Barat

43.  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

44.  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

45.  Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

46.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

47.  Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sumatera Barat

48.  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

49.  Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

50.   Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

51.  Kepa]a Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Dokumen ini telah djtandatangani secara elekfronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).


